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“Ancam Menggugat

SITE Manager PT Promits Werry Syahrial tetap
ngototagar PDAM Pontianakmembayar Rp6miliar.
Halitu dltegaskannya kepada sejumlah wartawan,

Rabu (9/2) saat konferensi
pers di Pontianak.

Werry mempertanyakan
soal audit BPK dan BPKP
terkait proyek Pipanisasi
PDAM yang dilaksanakan

‘oleh PT Promits. “Saya per-

tanyakan dulu soal audit.
Yang diaudit itu apa? Per-
janjian ya? Yang namanya
kontrak itu adalah perjan-
jian. Kalau diaudit, kenapa

hanya PDAM saja, tapi saya tidak diaudit? Saya
minta diaudit, tapi tidak pernah sampai sekarang
saya diaudit?” ungkap Werry.

“Kalau saya sudah konfirmasikan ke BPKP dan

Ancam Menggugat v

Sambungan dari halaman 9

pertanyakan di DPRD bah-
wa BPKP tidak pernah melak-
sanakan audit waktu itu, tapi
menghitungkan. Ini bukan
audit. Yang dihitung progress.
Progress kami hitung waktu
itu 92 persen, akhirnya mer-
eka hitunghanya 87,2 persen,’
tegas Werry.Menurut Werry
sudah pernah diselesaikan
dalam musyawarah. Karena
sudah ada di dalam kontrak
itu. Dalam musyawarah itu ia
menagih 92 persen. Tapi, yang
terjadi PDAM mau membayar
87,2 persensaja, sesuaidengan
hasil hitungan BPKP dan bu-
kan hasil audit.

“Kalau ini hasil audit, terus
terang akan saya gugat ini.
Siapa nyuruh diaudit. Kalau
diaudit, kenapa saya tidak di-
audit. Akhirnyahasilkesepaka-
tan itu 87, 2 persen, dan saya
jugasepakat.Jadi,yabayarlah,’

tegasnya.
Ia menambahkan, “Rp2
miliarlebihinihanyahitungan

progress. Saya sepakat. Wajar
kalau Wali Kota menyuruh
PDAM untuk membayar. Kar-
ena itu memang yang-ditagih.

Tetapi, tagihan lain mana. Ini
kan harus dibayar juga.’
Mungkin, tegasnya, Wali
Kota tidak tahu ada tagihan
lain. Bahkan Wali Kota juga di-
anggap tidak tahu pemutusan
kontrak itu tidak benar. “Dan
semua ini juga dipotong, seh-
ingga bukan Rp2 miliar lebih
yang dibayar, namun hanya
Rpl,4 m,” kata Werry.
JelassajaWerrymenolaknya.
“Mana saya mau kalau PDAM
hanya bayar Rp1,4 m. Padahal
Walikota Sutarmidjisudahme-
nyuruh membayar Rp2,4 mil-
iar. Makanya saya laporkan ke
PoldaKalbarsebabhalinisama
saja dengan penipuan bahkan
penggelapan,” paparnya.Pa-
dahal kalau dihitung kerugian
baik materil dan immateril, ia
mengaku capai Rp22 M. Na-
mun tidak sebesar itu. “Sebab
saat saya di dewan maupun
dimana-mana, kalau PDAM
tidak punya duit, Rp1.000 saja

“saya terima, asalkan PDAM

mau mengakui kesalahannya.
Sampai saat ini PDAM tidak
mampu membuktikan kebe-
narannya,” ucapnya.

Akibat permasalahan ini,
kata dia, harusnya proyek

* ke halaman 15 kolom 1

pipanisasi yang tuntas akhir
Desember 2009 terbengkalai
dan putus. Padahal, jika se-
lesai, masyarakat sudah bisa
menikmati air bersih dari

_ proyek tersebut. Bahkan bisa

menikmati air langsung dari
kran. -

“Belum lagi jalan rusak satu
tahun bisa diperbaiki. Kami
pelaksana siap melaksanakan
itu tapi disetop sepihak. Nah,
yang bikin hancur Kota Pon-
tianak itu siapa sebenarnya,”
tanyanya.

Iamenjelaskan, masalah ini
tidaksemudah apayangdilihat
karenaadahalmendasarmen-
gapapembayaran tidakdilaku-
kan, yaitu proyeklanjutanyang
otomatis diperoleh pihaknya.
Namun terganjal oleh putusan
sepihak tersebut.

“Ini ada latar belakangnya,
yaitu proyek lain miliar ru-
piah, karena jika proyek ini
tuntas, pastinya proyek lain
senilai Rp 62 miliar otomatis
kesaya. Namun, yangjelas saya
mau masalah ini dituntaskan
segera. Bayardongsesuaiyang
saya tagih selain 87,2 persen

dari progress itu. Tagihan lain

senilai Rp 6 9 miliar lebih

itu, kok dipotong- potong,
katanya.

Namun, jikaWaliKotaberal-
asan pihaknya enggan mem-
bayar sesuai apa yang diklaim
PT Promits karena takut tidak
sesuai dengan apa yang diper-
intahkan BPKdan BPKP, Ketua
Pemprov Lemkari Kalbar ini

‘siap menggungat kedua lem-

baga tersebut. Karena, tegas-
nya, BPK maupun BPKP tidak
berhakuntukmemerintahkan
pembayaran tersebut.

“Kita akan gugat BPK dan
BPKP jika mereka memer-
intahkan hal itu, dan mana
surat perintahnya, karena yang
berhak untuk memerintahkan
pembayaran tersebut adalah
konsultan proyekdan kotraktor
itu sendiri,” tegasnya.

Pihaknya siap membawa
masalahinihinggahukumyang
lebih tinggi, karenajikawalikota
tetap tidak mau membayar se-
suai dengan klaim PT Promits,
ia memastikan nilai kerugian
yangharusdibayarpemerintah
bisalebih besarjikamasalahini
berujung ke pangadilan, den-
gan total Rp 22,69 miliar, yang
terdiri dari kerugian material
dan immaterial. (ody)




